PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.08.0002
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAMN PENELITIAN DAN PENGEMBARGAN DAERAH
KWITANSI
Epde Relening : 5.05 I-I.FI-BMI.E..‘I.DI.H.DB.WDE
Buku Kas Mo, HR L ITTTSIPT
Tanggal i Ilﬁ F m*mm .....
Terirma Dan . Bendahara Pengeluaran BADAN PEMELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Banyaknya Uang : | == TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ==
Untuk © DELAMIA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PERDAPATAN
Pembayaran [(PEMBANTU PENGURUS BARANG) HKEGIATAN ADMINISTRAS] KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN  ADMINISTRASI
PELANSANAAN TUGAS ASN BULAN JANUARL S/D APRIL TAHUN ANGGARAN 2014
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HASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK

Ja

YUDISTHIRA AZHARL 5.505, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar,
Yang

NIP. 198003202014102001

Jumiah Uang Rp. 3.400.000,- |




NO DAFTAR 00115/505000000020000/2024
DAFTAR :BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PEMBANTU
PENGURUS BARANG) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN ADHH_!ETHAEI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN

ANGGARAN 2024
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
u (BALITBANGDA)
Jalan Jenderal Achmad Yanl No.2 Makassar 80111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASBAR
NOMOR : 070.04/012/KEP/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MAKASEAR,

Menimbang :a. bahwa untuk tertibnya administrasi penyimpanan dan
penyaluran barang pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pembantu
Pengurus Barang pada Badan Penelitan dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,

b.bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Penelitinn dan Pengembangan Dacrah Kowa Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeclenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

4. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4400);
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11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor & Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 [Lembaran Negara blik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Le Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahsn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Ataa Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Bamng/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa;




3

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang
Daerah Propinsi Kabupaten /Kota;

18, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

19, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2018);

21.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

22.Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

KESATU

KEDUA

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENUNJUEAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024,

Menunjuk Pembantu Pengurus Barang pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024 sebagui berikut

Nama : ABDUL CHARUN AMIN, 8.IP
NIP : 19840515 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. | (Il /b)

: Pembantu Pengurus Barang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik
daerah;

2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang
Vi

3. Menelii jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai
dengan dokumen pengadaan;

4. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam
buku/kartu barang;
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5. Mengamankan barang millk deaerah yang ada dalam
persediaan;

6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan

stok/persediaan barang milik daerah kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,

KETIGA : Kepada Pembantu Pengurus Barang Pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah delam menjalankan tugas dan
kewgjibannya diberikan tambahan penghasilan berupa
honorarium bulanan yang berdasarkan pertimbangan objelkuif
lainnya ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota
Malkassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum

Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Segala bisya yang timbul dalam pelaksanasn Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan
Penelitian dan Pengembangan Daeah Kota Makassar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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